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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1. Kesimpulan 

1. Latar belakang terjadinya suatu pemekaran Desa O’o Kecematan Dompu 

Kabupaten Dompu yaitu atas dasar inisiatif masyarakat Desa O’o dengan 

melihat kondisi keadaan penduduk masyarakat desa yang semakin 

meningkat tiap tahunnya dengan wilayah geografis yang luas, berdasarkan 

keadaan penduduk 5.705 jiwa atau 1.349 Kartu Keluarga dengan luas 

wilayah geografis 2.223 hektar, berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 28 

Tahun 2006 Tentang tata cara pemekaran desa, artinya desa O’o layak 

untuk dimekarkan sesuai dengan kriteria-kriteria pemekaran. 

2. Membangun relasi Komunikasi dan Koordinasi dilintas aktor dalam 

proses pemekaran Desa O’o selalu aktif dan massif  dilakukan oleh aktor, 

mereka selalu kolektif dalam menyampaikan informasi, pesan, ide dan 

gagasan terhadap masyarakat untuk menyatukan persepsi demi sukseskan 

perjuangan pemekaran Desa O’o Kecematan Dompu Kabupaten Dompu. 

3. Kepentingan aktor dalam proses pemekaran Desa O’o, dalam hal 

kepentingan tentu semua orang punya kepentingan tersendirinya dalam 

tatanan kehidupan social masyarakat. Kendati demikian aktor kepentingan 

yang terlibat dalam proses pemekaran Desa O’o dapat peneliti bagi dua 

kelompok yaitu: kelompok kepentingan resmi dan kelompok kepentingan 

non resmi, dalam hal ini Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemekaran, 

Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan Individual Masyarakat Desa O’o. 
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5.2. Saran 

Dalam deskriptif hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran dari 

penelitian, antara lain: 

1. Dengan adanya proses pemekaran Desa O’o jikalau resmi dimekarkan, 

diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan publik, 

baik dalam urusan administrasi maupun meningkatkan pembagunan 

masyarakat. 

2. Dalam proses pemekaran Desa O’o, diharapkan lebih mementingkan 

kepentingan pembanguanan masyarakat Desa O’o dari pada kepentingan 

individu maupun kelompok tertentu. 

3. Dalam Pemekaran  Desa harus memperhatikan faktor geografis, sumber daya 

alam, dan faktor ekonomi. 
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